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LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA UPTD PPA KOTA BOGOR

Nama
Umur

Pekerjaan

: Dina Noviani, S.H., M.H., CCP. CPM.
: 35 Tahun
: Kepala UPTD PPA Kota Bogor

Tanggal Wawancara : Selasa, 10 Desember 2024

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai maraknya kasus kekerasan seksual di

Kota Bogor menimpa anak-anak, terutama anak penyandang disabilitas yang

menjadi korban?

Jawaban: Pada umumnya kekerasan terhadap anak itu memang jauh lebih

meningkat secara signifikan dari tahun lalu. Ini terlihat dari
jumlah laporan pada tahun 2023 sekitar 76 kasus dan tahun 2024
sudah mencapai 90 kasus, dan itu berarti peningkatannya luar
biasa. Tetapi khusus anak disabilitas pun sama, jadi yang dulunya
disabilitas itu belum teralu terekspoks jadi kasus-kasus anak
disabilitas itu banyak yang tidak terlaporkan. Jadi ketika tahun
lalu misalnya tidak terlihat banyak itu bukan berarti tidak ada
kasus, tapi untuk proses pelaoprannya, pengetahuan masyarakat
tentang pelaporan kekerasan, dan’ itu belum tahu. Sekarang
banyak - pelaporan kasus disabilitas ini karena memang
masyarakat sudah-tahu; harus bagaimana melapor, tingkat
kesadaran masyarakat sudah tinggi, dan anak-anak sudah mau
bicara kepada orang tuanya termasuk disabilitas ini. Jadi
keterbukaan informasi dari orang tua ke anak, dari anak ke orang
tua juga ke lingkungan sekitar termasuk ke kami UPTD PPA itu
sudah lebih luas, akhirnya muncul kasus-kasus baru yang dampak
tingkat pelaporannya jadi tinggi. Sangat-sangat disayangkan
sekali kaitan dengan anak disabilitas kan berarti anak punya
keterbatasan atau kebutuhan khusus, dengan hidupnya yang
normal saja sudah terbatas, sudah memiliki kebutuhan khusus
dibanding anak lainnya. Tapi masih harus menerima kekerasan
dari orang lain. Entah itu kekerasan fisik, kekerasan verbal atau
kekerasan seksual. Tapi kasus di UPTD PPA Kota Bogor ini
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kebanyakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat
terdekat. Ini memprihatinkan sekali tapi dengan begini jadi
positifnya kita juga mengetahi bahwa menjadi korban itu bukan
hanya anak-anak normal tapi anak disabilitas pun bisa jadi korban
dan itu juga jadi perhatian kami, bahwa sosialisasi dan
pencegahan itu tidak hanya di kalangan anak atau sekolah umum
saja, tapi juga disekolah khusus anak anak disabilitas.

2. Berapa jumlah anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan
seksual di Kota Bogor dari tahun 2021-2023?

Jawaban: Nah kalo ini berdasarkan data, kebetulan datanya saya tidak
pegang atau belum terlalu hafal. Cuman unutk 2024 ini jauh
lebih tinggi karena ada beberapa kasus yang masuk ini
kekerasan seksual.

3. Untuk anak disabilitas memiliki sekolah khusus, apakah ada pelaporan
kasus kekerasan yang dilaporkan oleh sekolah khusus tersebut?

Jawaban: Melalui gurunya mungkin, tetapi untuk pelaporan secara
langsung tapi gurunya koordinasi langsung dengan UPTD PPA
bagaimana kondisi-yang dialami oleh anak yang menjadi korban
kekerasan seksual. Dan ketika kita confirm ke anak korban dan
orang tua korban baru UPTD PPA tangani. Karena segala
sesuatu kaitan dengan anak harus mendapat persetujuan orang
tua. Walaupun memang semua berhak melaporkan, tetapi ketika
berproses harus melibatkan anak dan orang tua. Ketika tidak
melibatkan subjek yang penting tersebut akan ada proses yang
terpotong. Karena yang bertanggung jawab atas anak adalah
orang tua.

4. Untuk korban kekerasan seksual ini rata-rata kan dialami oleh anak
Perempuan, apakah ada anak disabilitas laki-laki yang juga menjadi korban
kekerasan seksual?

Jawaban: Sejauh ini belum ada. Saya tidak bisa bilang bahwa tidak ada
anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Tetapi
sepanjang pelaporan ke UPTD PPA yang menjadi korban adalah
perempuan. Perempuan dan anak saja dalam kondisi normal
termasuk kaum rentan, apalagi dalam kondisi istimewa yang
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menyebabkan kerentanannya menambah. Yang pada akhirnya
memiliki kesempatan dan potensi yang lebih luas menjadi
korban. Dan sampai saat ini pelaporan kaitan dengan korban
anak disabilitas yang menjadi kekerasan seksual itu adalah
Perempuan. Dan usia rata-rata anak yang menjadi korban itu
adalah sekitar 10-15 tahun.

5. Apa saja faktor-faktor yang membuat semakin meningkatnya kasus
kekerasan seksual di Kota Bogor?

Jawaban: Ada dua perspektif yang disebut Peningkatan kasus.
Peningkatan kasus adalah kasus karena pelaopran yang tinggi,
yaitu tingkat awareness masyarakat tinggi, masyarakat sudah
mengetahui harus lapor kemana, sosialisasi tentang pencegahan
dan pelayanan kita sudah meluaas. Itu yang menyebabkan
akhirnya pelaporan kita jadi tinggi dan kasus yang tercatatnya
jadi tinggi. Dulu misalnya kasus ‘hanya tercatat 20 tiba tiba
menjadi 100, bukan berarti kota bogor baru sekarang nih
kasusnya tinggi. Mungkin dari dulu sudah banyak kasusnya, tapi
kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan itu seperti
fenomena gunung es, terlihat diatas sedikit tetapi dibawahnya
banyak, dan yang dibawahnya ini adalah yang tidak terlaporkan.
Setiap tahun pelaporan kita tinggi, memang negatifnya terlihat
kota bogor tidak baik-baik saja, maksudnya disebut kota layak
anak tetapi tinglat kekerasan tinggi: Tetapi kita liat perspektif
yang pertama tadi.

Perspektif kedua adalah digitalisasi sekarang itu sudah
makin merambah. Bahkan kekerasan aja tidak hanya langsung
secara fisik, kekekrasan seksual itu bukan berarti yang langsung
dilecehkan secara langsung. Tetapi melalui media digital juga
banyak, melalui media online juga, itu disebutnya juga
kekerasan berbasis gender online (KBGO). Itu efeknya juga dari
globalisasi, efek digitalisasi juga. Siapa sih anak-anak sekarang
yang ga pake medsos. Anak-anak sekarang sudah banyak
mempunyai media sosial dan akhirnya mulai bergeser yang
tadinya kita hanya belajar melalui buku dan sekarang sudah ada
grup wa denagn guru, tugas juga di share lewat whatssapp.
Apalagi kita sempat melalui 2 tahun covid yang bener-bener
semua terhenti, komunikasi hanya melalui handphone. Dan
gadget inilah yang akhirnya jadi perantara untuk kekerasan itu
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juga ada celahnya. Jadi 2 perspektif tadi yang menyebabkan
peningkatan kasus kekerasan dan pelaporan kasus kekerasan.

6. Apakah pada masa pandemi covid masih banyak anak yang menjadi
korban? Apa korban sempat melapor atau tidak dengan kondisi pada masa
tersebut yang terhalang PPKM?

Jawaban: Kalo kasus ya banyak tapi tidak sebanyak sekarang, karena
memang mungkin sosialisasi kita pada saat itu belum seluas
sekarang. Kedua, memang interaksi kita secara sosial langsung
dengan masyarakat terbatas. Karena adanya PPKM, PSBB, dan
WFH yang akhirnya membatasi kita untuk sosialisasi keluar.
Yang akhirnya ketika terjadi kasus masyarakat juga tidak tahu
harus lapor kemana, akhirnya yang terlapor hanya sekian dari
yang terbanyak. Memang mungkin akhirnya masyarakat juga
bingung harus melapor kemana, karena stigma masyarakat itu
adalah ketika terjadi kejahatan terhadap anak dan perempuan itu
harus lapornya ke polisi. Sedangkan mereka tidak tahu ada
UPTD PPA, lembaga pelayanan diluar kepolisian yang juga bisa
melayani dan menangani kasus kekerasan.

7. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak
penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di UPTD PPA
Kota Bogor?

Jawaban: Perlindungan hukum yang kita berikan adalah menjamin hak-
hak anak tersebut sebagai korban. Untuk menjalani proses
hukum yang ketat. Jadi bentuk dari perlindungan hukum kita
adalah perlindungan hukum. Dari mulai pelaporan, proses
visum, proses BAP, serta proses pendampingan di pengadilan.
Jadi kita mendampingi agar disetiap prosesnya anak korban ini
atau anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak
yang sesuai. Jadi mendapat perlindingan pun ketika kita BAP ya
harus sesua dengan BAP, BAP anak kan berbeda dengan BAP
orang dewasa. Apakah memang polisi melakukan tugasnya
dengan baik, seperti ketika wawancara dengan anak dan orang
dewasa, apalagi ketika berhadapan dengan anak disabiltas
berarti kan ada kekhususan disitu. Seperti apa kepolisian bisa
melakukan itu. Walaupun misalkan mereka meminta bantuan
kami untuk penerjemah mungkin atau konseling supaya kita
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bisa meninterpresikan apa sih yang dimaksud dengan anak,
karena anak disabilitas macam-macam kan. Nah kita memiliki
psikolog klinis yang juga membantu untuk mendampingi dalam
kasus pemeriksaan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah
menerima kasus, ya sudah yang penting prosesnya berjalan.
Tidak, tetapi kita juga harus memastikan proses hukum berjalan
dengan baik dan hak-hak anak tetap terpenuhi sampai
persidangan selesai.

8. Apakah untuk penanganannya dibedakan dari anak normal dengan anak
disabilitas?

Jawaban: Dengan kondisinya saja sudah berbeda, otomatis
penanganannya juga berbeda. Tetapi terkait dengan proses SOP
yang UPTD PPA lakukan itu sama. Tetap ketika datang kita
lakukan identifikasi, kita assesstmen, dan hasil asesstmentnya
pasti berbeda, baru langkah treatmentnya juga berbeda tapi
secara proseduar tetap sama. Misal, prosedurnya konseling tetap
dilakukan konseling, tetapi cara konselingnya berbeda dengan
anak normal, seperti anak normal ketika dilakukan konseling
cukup dengan konselor diajak tes menulis atau tes lain lain.
Untuk anak disabilitas tetap dilakukan konseling tetapi dengan
cara tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya dia supaya si
anak korban bisa di assessment dengan baik, gimana caranya
supaya dia bisa bercerita kronologi bagaimana proses
kejadiannya, dan bagaimana akhirnya dia bisa mendapatkan
kekerasan 1itu. Dengan langkah-langkah treatment yang
dilakukan oleh psikolog itu yang bisa membantu untuk kita bisa
melakukan atau memberikan perlindungan hukum untuk anak
korban. Jadi semua sinergi antara kebutuhan anak terpenuhi,
hak-hak secara hukum diberikan, dan kasusnya pun bisa tetap
berjalan.

9. Apasaja kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Bogor dalam memberikan
upaya perlindungan hukum pada anak disabilitas sebagai korban kekerasan
seksual?

Jawaban: Hambatannya adalah, pertama, masyarakat masih punya stigma
minor terhadap anak disabilitas. Jadi stigma minor itu seperti
pemmbedaannya jelas. Ketika ada anak disabilitas masysrakat
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cenderung berpikir “ah sudahlah dia mah anak kurang” jadi
tidak diutamakan diabnding anak-anak lain, padahal hak-
haknya sama meskipun dia ABK. Yang membedakan adalah dia
memiliki kebuituhan khusus, itu saja. Tetapi secara dia
nalurinya sebagai anak, alamiahnya dia memiliki hak yang sama
dimata hukum dan negara. Itu yang akhirnya stigamtisasi
masyarakat itu yang kahirnya membuat kita jadi lebih bekerja
effort untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat
terkait anak disabilitas. Jadi akhirnay itu yang membuat
masyarakat acuh kepada anak disabilitas.

Kedua, hambatannya terdapat pada tenaga ahli. Bahwa
tenaga ahli kita itu psikolog klinis yang belum bisa maksimal
karena bukan ahlinya menangani anak ABK, apalagi ABK
khusus. Nah ABK khusus ini berarti harus ada nih ahli khusus
yang bisa menangani untuk ABK. Jadi ya mungkin yang kita
lakukan hanya tes dasar untuk ABK; tetapi yang khsuus secara
ahli UPTD PPA Kota Bogor belum ada. Begitupun di kepolisian,
bahkan kepolisian sama sekali tidak memiliki psikolog klinis.
Jadi akhirnya pihak kepolisian melemparkan ke UPTD PPA
untuk ‘psikolog klinis. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita
sudah dangat terbantu karena sudah ada tenaga ahli psikolog
klinis. Jadi minimal tes-tes dasar sudah dilakukan, sudah mulai
bisa digali atau diajak komunikasi berkaitan dengan kebutuhan
kasus anak ABK. Tapi kita juga butuh yang memang ahli
dibidang untuk menggali ABK, / seperti anak tunarungu,
tinawicara merekan menggunakan Bahasa isyarat, untuk saat ini
UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mempunyai
keahlian seperti 1itu: Kalo untuk secara tes mungkin masih bisa
dilakukan oleh psikolog klinis tetapi kalo untuk kemampuan
komunikasi, mengartikan bahasa itu juga semua punya.
Keahlian itulah yang UPTD PPA masih belum punya, jadi
akhirnya yang tadinya prosesnya harus lebih cepat jadinya lama
karena harus lebih effort.

10. Apa yang dilakukan UPTD PPA Kota Bogor dalam menangani kendala-
kendala tersebut?

Jawaban: Tentu saja UPTD PPA Kota Bogor berkomitmen untuk
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan
hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban
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kekerasan seksual. Kita aktif menjalin kerjasama dengan
berbagai lembaga hukum dan psikologi untuk memperluas
jaringan dan mendapatkan tenaga ahli yang berpengalaman
dalam menangani kasus-kasus yang menimpa anak penyandang
disabilitas. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat,
kita melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi
masyarakat mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas dan
mengurangi stigma sosial yang ada. Melalui berbagai langkah
ini, UPTD PPA Kota Bogor berusaha untuk memastikan bahwa
semua anak, termasuk yang penyandang disabilitas,
mendapatkan perlindungan yang layak dan akses yang sama
dihadapan keadilan.

11. Sampai saat ini apakah ada anak disabilitas yang memiliki gangguan seperti
tunawicara tunarungu, atau tunagreta yang telah ditangani oleh UPTD PPA?

Jawaban: Tunagrahita ada. Pelaporannya melalui keluarganya, pihak
keluarga melihat ada indikasi kekerasan pada anak korban.
Bahkan ada yang kecerdasannya dibawah rata-rata, sangat
paling bawah sekali dia tidak tahu bahwa i1a sedang dilecehkan
oleh pelaku. Sekarang masih berproses di kepolisian, Jadi anak
korban diiming-imingi uang oleh pelaku, tapi anak korban
masih sekolah di sekolah umum cuman karena memang
terlambat dalam komunikasi atan hal belajar, jadi dia cuman
tahu ketika dia diajak oleh sesorang yang lebih tua lalu diberikan
uang, diminta untuk melakukan sesuatu lalu dia lakukan karena
memang dia dapat wang. Jadi anak korban tidak tahu efek ketika
melakukan perbuatan itu perbuatan apa, efeknya bagaimana,
dan itu sudah berkali-kali dilakukan. Ketahuannya bagaimana?
Di grebek sama warga ketika memang keluarga sudah curiga.
Kenapa selalu kerumah pelaku, akhirnya dipantau oleh warga,
ketika anak korban ke rumah pelaku dan sedang melakukan
hubungan dewasa langsung digrebek oleh warga. Dan anaknya
bingung dan cuman bingung, dibawa kepolisi dan dikepolisian
pun dia cuman nangis dan bingung ketakutan karena anak
korban tidak mengetahui tindakan apa yang telah ia lakukan.
Jadi ketika anak korban diminta untuk bercerita dia bingung
harus bercerita apa dan tidak mau bercerita. Akhirnya melalui
perantara yaitu bu RW. Bahkan untuk bercerita dengan orang
tuanya saja terbatas, karena mungkin orang tuanya histeris
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dalam kondisi emosionalnya terganggu, yang menyebabkan
tidak kondusif untuk membimbing anak korban berbicara. Pihak
UPTD PPA berpikiran bahwa anak korban shock dengan apa
yang telah ia perbuat, ternyata dia tidak tahu sedang melakukan
itu, akibatanya apa dan kenapa dia bisa melakukan itu. Lalu
akhirnya berita tersebut tersebar sampai ke pihak sekolah.
Kondisi si sekolahnya pun chaos, banyak orang tua murid
teman-temannya minta ia dikeluarkan karena dianggap
membawa pengaruh buruk, akhirnya pihak sekolah meliburkan
anak korban selama 2 minggu. Bahkan anak korban tidak
mengetahui kenapa penyebab ia diliburkan. Sampai akhirnya
sekarang anak korban sudah beraktivitas seperti biasa, dan
UPTD berkoordinasi dengan sekolah supaya pihak sekolah bisa
menjamin hak anak korban untuk bisa bersekolah karena
kondisi yang dialami oleh anak korban. Ini bukan salah anak
korban karena Kekurangan fisik yang ia alam, jadi
sebagaimanapun anak ini berserah anak korban tetap harus
mendapatkan hak-haknya sebagai anak seperti mendapat
pendidikan yang layak dari sekolah. Hingga saat ini kasusnya
sedang berjalan dan tinggal menunggu jadwal sidang. Prosesnya
lebih/'cepat karena oknum merupakan mantan oknum kepolisian
yang pangkatnya lumayan tinggi pada saat menjabat, dan
berusia sekitar 60tahun.

12. Bagaimana upaya UPTD PPA Kota Bogor dalam mengurangi tingkat
kekerasan seksual di Kota Bogor?

Jawab: Upaya pengurangan-itu-bukan fungsi UPTD PPA. Karena UPTD
PPA itu fungsinya adalah penanganan kekerasan pada Perempuan
dan anak. Tapi UPTD PPA juga mempunyai andil disitu, jadi
meskipun tusinya itu ada di DP3A. UPTD PPA secara organisasi
berada dibawah DP3A, kepala UPTD bertanggung jawab pada
kepala Dinas DP3 A yang tugas dan fungsinya sudah jelas. Di DP3A
ini memiliki 3 fungsi yaitu: pemeberdayaan peremouan,
pemberdayaan anak, perlindungan anak, pencegahan kasus
kekerasan, dan penanganan kekerasan. Nah tossy tossy itu sudah
terbagi, dan UPTD PPA kebagiannya penanganan kekerasan
Perempuan dan anak. Dan untuk pencegahan dan pengurangan itu
ada di sosialisasi, DP3A memiliki PUSPAGA (Pusat Pembelajaran
Keluarga) itu fungsinya adalah sosialisasi, untuk pencegahan
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bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan atau deteksi dini
indikasi-indikasi kekerasan. Jadi sebelum kekerasan terjadi
PUSPAGA memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya
mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Kalo UPTD ketika
kasusnya sudah berat lalu dilaporkan dan korban membutuhkan
pendampingan konseling dan hukum, tapi secara moral UPTD juga
punya tanggung jawab untuk ketika edukasi tidak hanya edukasi
tenatng bagaimana penanganan itu tapi juga edukasi tentang
bagaimana supaya kekerasan itu tidak terjadi. Atau ketika
kekerasan itu sudah terjadi bagaiaman kekerasan itu tidak terulang,
itu yang kita sampaikan didalam sosialisasi kita di MPLS, atau
ketika kita diundang menjadi narasumber di sekolah maupun di
universitas, atau di Podcast itu salah satu bagian upaya UPTD PPA.
Sebenernya kalo disebut menurunkan kita tidak bisa menurunkan
kasus kekerasan, kerana memenag itu diluar tanggung jawab kita
untuk bisa menurunkan kasus, bahkaan justru tiap tahun akan
bertambah kasus kekerasan tersebut.

13. Apakah ada program-program khusus yang di rancang UPTD PPA Kota
Bogor dalam mencegah/mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang
ada di Kota Bogor? Dan apakah ada gambaran keberhasilan program-
program yang telah dijalanin seclama ini?

Jawaban: Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Program-
program  UPTD terdiri dari melakukan sosialisasi ke
masyarakat. Program-program” tersebut dilakukan agar
bagaimana kekerasan yang telah dilakukan tidak terulang an
masyarakat daoat mengetahui indikasi deteksi dini kekerasan itu
seperti apa, supaya kekerasan yang sudah ada indikasinya tidak
menajdi besar lalu segera bisa ditangani. Untuk program khusus
tidak ada. Tapi UPTD memiliki inovasi, salah satunya konseling
keliling. Konseling keliling ini merupakan salah satu bagian dari
upaya tadi, untuk bukan menekan angka tapi minimal
mendeteksi dini kekerasan dan supaya kekerasan yang terkecil
tidak membesar, supaya kekerasan yang sudah ada tidak
bertambah menjadi lebih besar lagi, dan bagaimana cara
penaganan kekerasan apabila terdeteksi sejak dini. Dan
konseling ini tidak hanya dialkukan kepada anak korban saja,
tetapi pada orang tua korban seperti orang tua korban apada
anak disabilitas. Apabila sudah sampai keranah hukum UPTD
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PPA sama-sama memberikan konseling kepada pihak anak
korban dan orang tua korban. Anak akan dikonseling oleh
UPTD PPA dan Orang tua akan dikonseling oleh PUSPAGA.
Orang tua perlu dikonseling untuk pola asuh, bagaimana cara
pola asuh kepada anak ABK karena pola asuhnya akan berbeda.
Dan anak korban akan di cek apakah ia menderita masalah
psikologis karena memang dapat kekerasan verbal juga dari
orang tuanya. Itu program yang UPTD PPA tahan agar
kekerasan tersebut tidak menjadi besar.

Keberhasilannya adalah ketika kasus meningkat salah satu
bentuk keberhasilan dari sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD
PPA. Jadi akhirnya ketika kita sosialisasi, masyarakat mengerti
dan masyarakat tahu kemana mereka harus melapor. Tapi
dampak negatifnya adalah kasus meningkat yang tadinya
keliatan kecil jadi keliatan banyak karena aware masyarakat
sudah tahun harus melapor kemana.

14. Bagaimana cara terbaik untuk melindungi anak disabilitas dari kekerasan
seksual?

Jawaban: Tidak ada tempat yang aman untuk anak anak. Kenapa saya
bilang begitu? Karena memang di seckolah pun bisa terjadi, di
rumah pun bisa terjadi. Bahkan pelakunya pun orang
terdekatnya sendiri. Karena memang kekerasan bisa terjadi
dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Apalagi anak
disabilitas yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus
yang dia sendirt tidak berdaya untuk bisa self fight, bahkan
anak-anak pada umumnya aja untuk bisa membela diri juga
belum tentu. Cara terbaiknya adalah lingkungan keluarga yang
peduli, mengusahakan bahwa pola asuh di rumah, bagaimana
kita bisa ngetreat dna mengedukasi orang tua yang memiliki
anak-anak ke butuhan khsus atau anak-anak disabiltas untuk
bisa memberikan informasi dan edukasi dalam hal menjaga anak
disabilitas untuk bisa menjaga dirinya seperti apa. Ketika terjadi
sesuatu pada anak disabilitas atau ada indikasi pada anak
tersebut minimal adalah anak korban berani cerita pada orang
tuanya, itu adalah cara terbaik. Kedua, kalo dia bersekolah, yaitu
dari lingkungan sekolah yang peduli pada kondisi anak
disabilitas. Komunikasi anak dengan gurunya sekalipun anak
disabilitas dapat berkomunikasi dengan caranya dan sekolah-
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sekolah disabilitas itu punya cara bagaimana mereka
mentreatment anak dengan komunikasi tertentu, karena setiap
anak berbeda cara komunikasinya. Juga, komunikasi antara
sekolah dan orang tua, bagaimana orang tua
mengkomunikasikan kondisi anak di rumah kepada guru,
bagiamana guru mengkomunikasikan kondisi anak disekolah
kepada orang tua dan itu tidak ada yang boleh terputus.
Komunikasi itu penting, yaitu anak ke orang tua, orang tua ke
anak, anak ke sekolah, sekolah ke orang tua dan itu tidak ada
yang boleh terputus. Itu harus ballance, bukan komunikasi
antara orang tua ke anak saja, anak tidak memiliki komunikasi
selain ke orang tua itu sama saja mendidik anak secara diktaktor.
Ketika ada satu yang terputus maka celah kekerasan bisa masuk
disitu. Itu adalah cara terbaik unutk mencegah kekerasan.
Memperkuat sistem komunikasi dan memperkuat edukasi, jadi
dari berbagai arah.

15. Harapaan apa yang ingin dicapai oleh UPTD PPA Kota Bogor dalam upaya
perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban
kekerasan seksual?

Jawaban: Harapannya adalah pertama, ketika setiap kasus yang UPTD
PPA dampingi itu semua berproses. Kedua, UPTD PPA bisa
sinerji antara UPTD PPA, Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan untuk tujuannya hanya satu. Mengawal kasus
sampai sclesai dan si korban mendapat hak yang sesuai, lalu si
pelaku dapat dihukum berdasarkan poeraturan perundang-
undangan yang ada. Yang Kketiga, kepolisian juga bisa
berkomitmen sama seperti UPTD PPA berkomitmen untuk bisa
mengawal kasus sesuai dengan yang seharusnya yang seperti
apa. Ketika memang komitmennya sudah dilaksanakan, UPTD
PPA mengawal, Kepolisian kawal, kejaksaan kawal sampai
pengadilan selesai dan penerapan pasal-pasalnya pun sesuai.
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